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Kata Pengantar

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang 
kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri, menjadi angin segar 
bagi masyarakat desa dalam mendorong perjuangan untuk 
meningkatkan kesejahteraannya.

Lahirnya peraturan tersebut, akan menjadi rujukan bagi 
seluruh elemen negara seperti pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, pemerintah desa, pihak swasta maupun masyarakat 
dalam mengelola desa agar lebih baik sehingga menjamin 
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efisien 
dan efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan 
yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, 
posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin 
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan 
meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang 
mandiri dan otonom.
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pemerintahan desa adalah terpenuhinya kebutuhan peraturan 
tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan dana transfer dari 
pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) kepada pemerintah 
desa melalui pemerintah daerah yang akan dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah buku ini 
dihadirkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi amal 
ibadah bagi kita semua. Amin.

Hormat kami

Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak. CA 
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MENTERI KEuANGAN REPuBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 222/PMK.07/2020
TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan 
Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Desa;

  b. bahwa untuk meningkatkan efisien, efektivitas, 
dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, 
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai. 
pengelolaan Dana Desa;
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dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 
(8)

  d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana 
Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916);

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6570);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864);
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  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 
tentang Kementerian Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
98);

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/
PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:
  

Menetapkan: PERATuRAN MENTERI KEuANGAN TENTANG 
PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTuAN uMuM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang 
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai 
pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah 
dan Desa.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.

4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau 
bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah 
kota.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi 
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster 
jumlah penduduk.
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10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada 
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi.

11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa 
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 
luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 
setiap kabupaten/kota.

13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga 
prasarana fisik secara relatif antarDaerah.

14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi.

15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang 
perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

16. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan 
selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan 
fungsi bendahara umum negara.

17. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi 
di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan 
anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara.

18. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 
disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak 
dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/
lembaga.

19. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada 
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kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/
lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan 
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara 
yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara 
Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana 
Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN 
yang memuat rincian kebutuhan dana Desa tahunan yang 
disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.

22. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 
disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan 
anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara 
Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa 
Bendahara Umum Negara.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa.

27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
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yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sentral.

28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening ternpat peny1mpanan uang Pemerintahan Desa 
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum 
yang ditetapkan.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan 
kepada negara.

31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji 
Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

32. . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara 
Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat 
Perintah Membayar.

33. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat 
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19).REA
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Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. penganggaran;
b. pengalokasian;
c. penyaluran;
d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
e. penggunaan;
f. pemantauan dan evaluasi; dan
g. sanksi.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA 

PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan 
selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD 
menetapkan:
a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai 

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;

b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN 
Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan

c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa.

(2) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa.

(3) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi 
Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.

(4) Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk 
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Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai 
pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer 
Umum.

(5) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat 
Pelaksana Tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(6) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan 
fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar;

b. melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa;

c. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan 
Dana kabupaten/kota dan Desa setiap Daerah penyaluran 
dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;

d. menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa 
kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas 
pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan 
TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

f. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana 
Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa; dan
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kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi Sistem 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara 
Umum Negara (SMART BUN) sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.

(8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) huruf c menggunakan aplikasi yang disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan 
laporan keuangan dan proyeksi penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk 
Dana Bantuan Operasional Sekolah.

(10) Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan konsolidasi penyaluran Dana Desa 

Pengelolaan TKDD; 
b. laporan realisasi kepada PPA BUN
c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan 

keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN 
Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan

c. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai 
dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan 
dari KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa melalui aplikasi Cash Planning Information 
Network (CPIN).

BAB III 
PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN 
Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana 
Desa.
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(2) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan

c. kemampuan keuangan negara.

(3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan 
Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling 
lambat bulan Maret.

(4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi 
anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pasal 5

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan 
penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam 
Nota Keuangan dan rancangan APBN.

BAB IV 
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah 

Kabupaten/Kota

Pasal 6

(1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah 
kabupaten/kota.
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a (2) Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula.

(3) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2) 
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) 
dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada 
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(4) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran 
Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi.

(5) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran 
Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(6) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% 
(sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki 
hasil penilaian kinerja terbaik.

(7) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6), berdasarkan indikator penilaian:
a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi 

Afirmasi; dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:

1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua 
puluh persen);

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua 
puluh persen);

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% 
(dua puluh lima persen); dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% 
(tiga puluh lima persen).
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(8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) 
dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat 
puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh 
persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh 
persen).

(9) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan 
Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada 
desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) 
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

(1) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam 
Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai 
APBN.

(2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bersumber dari data 
Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (8) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam 
Negeri.

(4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (8) huruf b menggunakan data jumlah penduduk 
miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau 
Badan Pusat Statistik.

(5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (8) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
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a (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (8) huruf d menggunakan IKK Daerah 
kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(7) Data jumlah Desa, data jumlah penduduk, data indeks 
Desa membangun, data jumlah penduduk miskin, luas 
wilayah, dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) disampaikan kepada Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
paling lambat bulan September.

(8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (6) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/
atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa 
setiap Daerah kabupaten/kota dapat menggunakan:
a. data tahun sebelumnya;

b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa 
tersebut berada; dan/atau

c. data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga 
yang berwenang.

(9) Data tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau 
data tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disebabkan adanya penyampaian data yang melewati batas 
waktu, pemekaran Desa, penggabungan Desa, ketidakwajaran 
data dibandingkan data sejenis tahun sebelumnya, dan/
atau data yang tidak terisi.

(10) Hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi 
data dengan kementerian/lembaga dan dituangkan dalam 
Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 8

(1) Hasil penghitungan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan 
dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat.
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(2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam Rancangan 
Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi 
Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.

(3) Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian 
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah 
kabupaten/kota melalui portal (website) Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan.

(4) Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden 
mengenai rincian APBN.

Pasal 9

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung 
dengan menggunakan rumus:

DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota +
   AK Kab/Kota + AF Kab/Kota

Keterangan:
DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota.
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota.
AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/Kota.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan 
cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah 
kabupaten/kota.
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a (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (3), dengan 
ketentuan:
a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu 

juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) 
jiwa;

b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai 
dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai 
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta 
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa 
dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai 
dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh 
puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah 
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jlwa.

Pasal 11

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan 
menggunakan rumus:

 AA Kab/Kota = (AA DST x DST Kab/Kota) +
   (AA DT x DT Kab/Kota)

Keterangan :

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupatenkota

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa 
sangat tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi
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DST Kab/Kota = Jumlah Desa sangat tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 
di Daerah kabupaten/kota

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa 
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi

DT Kab/Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah 
kabupaten/kota

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi 
setiap Desa.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 
2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:

 AA Desa = (0,01 x DD)/{(2 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah 
pen duduk miskin tinggi

Pasal 12

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan 
menggunakan rumus:

AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa
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a Keterangan:  

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/
kota

Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja 
setiap Kab/Kota

(3) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan ketentuan:
a. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 0 

(nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa 
penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) 
dari jumlah Desa;

b. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 
101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) 
Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 
10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan

c. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 
400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima alokasi 
kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari 
jumlah Desa.

(4) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan 
berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

(5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.

(6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja 
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) +

   (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)}

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa.
Yl  = pengelolaan keuangan Desa.
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Y2  = pengelolaan Dana Desa.
Y3  = capaian keluaran Dana Desa.
Y4  = capaian hasil pembangunan Desa.

(7) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dinilai dari:
a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total 

pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh 
persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 
terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 
50% (lima puluh persen).

(8) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dinilai dari:
a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pem-

berdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total 
Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); 
dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(9) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dinilai dari:
a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 

50% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 
50% (lima puluh persen).

(10) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dinilai dari:
a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 

30% (tiga puluh persen);

b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan 
bobot 30% (tiga puluh persen);

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan 
bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 
30% (tiga puluh persen).
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a (11) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Desa = (0,03 x DD)/(0, 1 x Jumlah Desa)

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD  = pagu Dana Desa nasional 
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

(11) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber 
dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi.

(12) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber 
dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 13

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan 
menggunakan rumus:

AF Kab/Kota = (0, 10 x Yl) + (0,40 x Y2) +
   (0,20 x Y3) + (0,30 x Y4)} x
   (0,31 x DD)

 

Keterangan:

AF Kab/Kota
Yl = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota
Y2 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah 

kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa 
nasional

Y3 = rasio angka kemiskinan Desa Jumlah penduduk 
miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap 
total penduduk miskin Desa nasional

Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total 
IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa
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Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 14

(1) Berdasarkan rencana Dana Desa setiap Daerah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau 
ayat (4), bupati/walikota melakukan penghitungan rincian 
Dana Desa setiap Desa.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan:
a. Alokasi Dasar setiap Desa;

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;

c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan

d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 15

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan 
klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10.

(2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran 
Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah 
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
bupati/walikota.

Pasal 16

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4).

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).
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a (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi 
Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada bupati/walikota.

Pasal 17

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 12 ayat (10).

(2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja 
terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan 
ayat (7).

(3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran 
Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada bupati/walikota.

Pasal 18

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot 
dan data penghitungan:
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa = {(0,10 x Zl ) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + 

   (0,30 x Z4)} x AF Kab/Kota

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap 
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total penduduk Desa Daerah kabupaten/
kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
Daerah kabupaten/kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/
kota

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 
Daerah kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/
kota

 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing -masing 
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG 
Desa.

(4) Bupati/walikota melakukan penghitungan Alokasi Formula 
setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
data penghitungan mutakhir.

(5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh bupati/
walikota yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan 
dengan peraturan bupati/walikota.

(2) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), paling sedikit memuat:
a. jumlah Desa;

b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap 
Desa;

c. penetapan rincian Dana Desa;

d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
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f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa.

(3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan kepala 
Desa.

(4) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilampiri dengan kertas kerja perhitungan Dana Desa 
setiap Desa dan daftar RKD.

(5) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(6) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang 
terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 
(SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement 
(BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), bupati/walikota menyampaikan perubahan 
RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa.

(8) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data 
supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan 
dan anggaran Negara.REA
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BAB V
PENyALuRAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf 1 
DIPA

Pasal 20

(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun 
RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian 
APBN.

(3) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer 
Umum kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
untuk direviu.

(4) RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu 
dasar penyusunan RDP BUN TKDD.

(5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP 
BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk 
dilakukan penelaahan.

(6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan 
RDP BUN TKDD.

(7) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun 
DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang 
telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada 
Direktur Jenderal Anggaran.
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mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil 
penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6).

(10) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin 
PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA Petikan 
BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa.

(11) DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi 
BUN/Kuasa BUN.

Pasal 21

(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dapat menyusun 
perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20.

(2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Paragraf 2
Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah 

Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana

Pasal 22

(1) Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan DIPA Petikan 
BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
sebagai dasar penerbitan SPP.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh 
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai 
dasar penerbitan SPM.

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar penerbitan SP2D.
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Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 23

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah 
kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan 
Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota 
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke 
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
bupati/walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima 
paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat 
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua 
sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
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a cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling 

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan 
ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 
Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua 
belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling 
cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan 
paling cepat akhir bulan November bulan kedua 
belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 
2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu 

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh 
paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat 
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua 
sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan 
kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
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2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling 
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan 
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, 
serta paling cepat akhir bulan November untuk 
bulan kedua belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan 
status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun 
dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 24

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menenma 
dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara 
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata -rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala 

REA
DIN

G C
OPY



30 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa

P
en

ge
lo

la
an

 D
an

a 
D

es
a desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 

penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah 
dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 
yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dari bupati/walikota secara lengkap dan benar, 
dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 31

 
P

engelolaan D
ana D

esa

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala 
desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah 
dan kepala KPPN yang berasal dari:

b) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 
Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa 
ke RKUD; dan

c) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) 
huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 
2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa 
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/
atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Dalam hal bupati/walikota melakukan perubahan peraturan 
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b 
juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan 
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dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
(5) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat 

kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a 
angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada 
saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap 
I pertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan 
keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/
walikota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi 
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani oleh bupati/walikota, wakil 
bupati/wakil walikota, atau pejabat yang ditunjuk.

(11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam 
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hard 
copy).

(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online 
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Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

Pasal 25

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan 
dengan ketentuan :
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan 
setelah bupati/walikota melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b angka 2 untuk 
bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-
masing bulan disalurkan setelah bupati/walikota melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf 
c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan 
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/
walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 
Desember.
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a (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh 
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b 
angka 3, bupati/walikota menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 
paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai 
dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan 
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah 
direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah 
keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan 
kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa 
setiap bulan.

(11) Bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran perekaman 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(3), dan ayat (5).
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Pasal 26

(1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) 
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan 
setelah bupati/walikota melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b angka 2 
untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas 
masing-masing bulan disalurkan setelah bupati/walikota 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh 
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa.

REA
DIN

G C
OPY



36 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa

P
en

ge
lo

la
an

 D
an

a 
D

es
a (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b 
angka 4, bupati/walikota menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 
paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan 
bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar 
atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat 
yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas 
tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(10) Bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran perekaman 
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(4).

Pasal 27

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala 
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
kepada bupati/walikota, secara lengkap dan benar dengan 
ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; b. 

tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
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2. laporan realisasi penyerapan dan capa1an keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata -rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 
Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II 
yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala 
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
kepada bupati/walikota secara lengkap dan benar, dengan 
ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata  rata realisasi 
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persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala 
Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 
penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa 
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 
Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 
2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan 
kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak 
tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) 
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala 
Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi 
kepada bupati/walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
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(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 28

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), 
kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga 
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu kepada bupati/walikota; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan 
setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 
bupati/walikota.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) masing-masing bulan 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 
bupati/walikota.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masing -masmg bulan 
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 
bupati/walikota.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati/walikota 
paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh 
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bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b 
angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa dimaksud kepada bupati/walikota paling lambat 
minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 29

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa 
berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga 
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan 
setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 
bupati/walikota.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk masing-masing 
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya 
kepada bupati/walikota.
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(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk 
Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati/walikota paling 
lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh 
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b 
angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa dimaksud kepada bupati/walikota paling lambat 
minggu ketiga bulan Desember.

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

(1) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa 
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya.REA
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Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 31

(1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan 
dengan menggunakan SPP dan SPM.

(2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan 
menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 32

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 
pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana 
hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melalui penerbitan SPP.

(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat 
Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan 
SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 
ke RKD.

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D 
untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke 
RKD.

(5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama 
dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1).

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa 
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran 
Dana Desa di RKD kepada bupati/walikota.

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 43

 
P

engelolaan D
ana D

esa

(7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran 
dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati/
walikota ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAuSAHAAN, PERTANGGuNGJAWABAN, 

DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan 

Pelaporan Tingkat Pemerintah

Pasal 33

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN).

(2) Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (10) huruf a dan huruf b kepada 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN).

Pasal 34

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN 
TKDD, Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan 
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mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKDD.
(2) Laporan keuangan TKDD sebagaimana maksud pada ayat 

(1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
(3) Laporan keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi 
Bendahara dan Pelaporan Umum Negara Keuangan Pembantu 
Pengelolaan TKDD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

(4) Untuk penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan 
tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN 
Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:
a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi 

Khusus Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan 
rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan 
KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan 
keuangan; dan

b. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan secara 
berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui 
Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa sesuai dengan jadwal penyampaian 
laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan 
penyampaian laporan keuangan BUN.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian 
laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan.
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(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat 
Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa dengan ketentuan:
a. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran 

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disusun 
setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual 
transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam 
sistem aplikasi terintegrasi; dan

b. laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa disampaikan 
kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan 
jadwal penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan 
memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik 
akrual transaksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan 
dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 35

Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana 
Desa melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja 
Terpadu Bendahara Umum Negara (SMART BUN) paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran 
TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran 
Dana Desa dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, 

dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD 
berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan 
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana 
Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (7).

(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil 
pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).REA
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BAB VII
PENGGuNAAN

Pasal 38

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan 
ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, 
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor 
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui 
Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, 
usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan 
pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam 
penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi 
dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas 
penggunaan Dana Desa.

Pasal 39

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

Desa bersangkutan; dan
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Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan 
Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah 
lainnya.

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat 
digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(3) Rincian keluarga penerima dimaksud pada ayat (2) manfaat 
sebagaimana berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan 
dengan peraturan kepala Desa.

(4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas 
per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan 
Januari.

(7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf 
a dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih 
kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana 
Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf 
a dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa 
untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan 
pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa 
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat 
keluarga penerima manfaat BLT Desa.
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(10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, 
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan 
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
mengenai  prioritas penggunaan Dana Desa.  

Pasal 40

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada 
pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap 
tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 41

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan bupati/walikota.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana 
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) telah terpenuhi.

(3) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 
Desa mengenai APBDes.

Pasal 42

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian 
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran 
dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
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Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung 
jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan 
masing-masing.

BAB VIII 
PEMANTAuAN DAN EVALuASI

Pasal 43

(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan 
atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri 
atau bersama-sama.

(2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan 
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau 
KPPN, terhadap:
a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 
Desa;

b. penyaluran Dana Desa;

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa;

d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa; dan

e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 44

(1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota 
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana 
Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
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ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan 
penyaluran Dana Desa tahap I.

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan 
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan 
percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai 
tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa.

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa melakukan koordinasi dengan bupati/
walikota dalam rangka percepatan penetapan peraturan 
bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).

Pasal 45

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke 
RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran 
telah dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 46

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi 
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan 
konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan 
untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa 
tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan 
meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(1) Pemantauan s1sa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
a. besaran s1sa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 

2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum 
disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;

b. besaran s1sa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan 
oleh bupati/walikota ke RKUN meliputi:

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
kepala Desa ke RKUD; dan

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 
yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran 
tahap III Tahun Anggaran 2020; dan

d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.

(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana 
Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap 
II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 
2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa 
dan bupati/walikota.

(3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan bupati/walikota kepada Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa 
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi 
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

(5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memper-
hitungkan s1sa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana 
Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa.

(6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi 
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani 
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama 
Menteri Keuangan.

(7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum 
selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan 
dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran 
Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana 
Desa untuk BLT Desa.

(8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan 
kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa 
tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(9) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat 
(8) tidak mencukupi, selisih s1sa Dana Desa diperhitungkan 
pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 
2022.

Pasal 48

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

a. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa, meliputi:
1. data jumlah Desa;
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Kinerja dengan tabel referensi dalam aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN); dan

3. Alokasi Formula berdasarkan sumber data dari instansi 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa.

Pasal 49

(1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan 
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa 
oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah 
Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, 
dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana 
Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta bupati/
walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/
walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 
rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 50

(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi 
penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.

(2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/
walikota.
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Pasal 51

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(2).

(2) Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan terhadap:
a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 
Desa;

b. penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;

c. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; 
dan

d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa.

(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan 
gubernur/bupati /walikota.

(4) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan 
evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Koordinator 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa.

Pasal 52

(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 
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Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
(3) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran 
data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam 
dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, 
bupati/walikota dapat meminta Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 53

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana 
Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 
berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa 

dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau 
ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati/walikota melakukan pemantauan atas proses perkara 
hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 
bupati/walikota menyampaikan surat permohonan penghentian 
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana 
Desa, berdasarkan:
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a. surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas 
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat 
permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari 
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa 
tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana 
Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, 
penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya 
dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dengan tembusan bupati/walikota atau 
kementerian/lembaga terkait.

Pasal 54

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), tidak dapat disalurkan 
kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, berhak 
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran 
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana 
Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/
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berjalan.
(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah 
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan 
status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan 
setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait 
paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun 
anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun 
anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa 
tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat 
permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan 
surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan 
dengan tembusan bupati/walikota atau kementerian /
lembaga terkait.

Pasal 55

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa 
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa setiap tahapan.
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(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan 
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak 
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran 
setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati/walikota menandai Desa yang akan dikenakan sanksi 
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 56

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT 
Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, 
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan 
pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan 
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak 
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang 
memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai 
syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 
2022.
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Pasal 57

(1) Bupati/walikota melakukan pengecekan data jumlah Desa 
di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa 
dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa 
mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Bupati/walikota menyampaikan hasil pengecekan data jumlah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 58

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa 
di Tahun Anggaran 2020 dan Desa yang baru mendapatkan 
alokasi Dana Desa di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari 
ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh 
bupati/walikota kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat 
(1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, 
dan angka 5, serta ayat (3); dan

b. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh 
kepala Desa kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 
4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, 
angka 3, dan angka 5, serta ayat (3).

Pasal 59

(1) Rekonsiliasi s1sa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati /walikota dan 
kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 
dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
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(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan s1sa dana ke 
RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati/
walikota dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 
2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), bupati/walikota menyetorkan sisa dana ke 
RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 60

Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan 
Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri ini diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 61

Ketentuan mengenai:
a. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa 

ke setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) huruf b;

b. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (4);

c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);

d. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);

e. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat 
(2);
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ayat (8);
g. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (6); dan
h. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 
27 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini.

Pasal 62

Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan 
Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.

BAB X
KETENTuAN PENuTuP

Pasal 63

a. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193); dan

c. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan 
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 866), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan 
Menteri memerintahkan m1 dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd

SRI MuLyANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 
NOMOR 1641

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b. Kepala Bagian Administrasi 
KementerianREA
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/
PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN 
DANA DESA

A. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAGIAN 
DANA DESA KE SETIAP DESA
1. DASAR PENGHITUNGAN

 Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap 
Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada 
ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan pagu Dana Desa Nasional, yaitu:

1) Pagu Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh 
lima persen) dari anggaran Dana Desa;

2) Pagu Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) 
dari anggaran Dana Desa;

3) Pagu Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen) 
dari anggaran Dana Desa; dan

4) Pagu Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh 
satu persen) dari anggaran Dana Desa.

b. Ketentuan terkait sumber dana, model penghitungan, 
variabel, dan bobot yang digunakan dalam penghitungan 
sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 9 sampai 
dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan ini, 
yaitu:

1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam 
penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal 
dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden 
tentang Rincian APBN/APBN-P.
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a) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana 
Desa yang akan diterima oleh setiap Desa 
dibagi secara merata kepada setiap desa 
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

b) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung 
dengan memperhatikan status Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi;

c) Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan 
kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 
10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan

d) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung 
dengan memperhatikan jumlah penduduk 
Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah 
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 
setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai 
berikut:

1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah 
penduduk;

2) 40% (empat puluh persen) untuk angka 
kemiskinan;

3) 20% (dua puluh persen) untuk luas 
wilayah; dan

4) 30% (tiga puluh lima persen) untuk tingkat 
kesulitan geografis.

2. TATA CARA PENGHITUNGAN

 Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, 
transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, 
maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) 
sebagai berikut:REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 67

 
P

engelolaan D
ana D

esa

a. Tahap Persiapan

 Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi 
penyiapan dokumen dan data terkait serta file excel 
kertas kerja (worksheet) penghitungan.

 Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dokumen, data, dan informasi 
yang diperlukan dalam proses penghitungan, 
yaitu:

a) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/
kota (Pagu Dana Desa kabupaten/kota) 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.

b) Dokumen yang berisikan informasi klaster jumlah 
penduduk Desa, klasifikasi Desa berdasarkan 
Indeks Desa Membangun (IDM), desil jumlah 
penduduk miskin desa berdasarkan jumlah 
penduduk desa nasional, skor kinerja desa, 
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan 
desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan 
geografis yang direpresentasikan dalam bentuk 
data indeks kesulitan geografis.

2) Kertas kerja (worksheet) penghitungan Dana 
Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai 
berikut:
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 Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput 
data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh 
penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

 Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:
1) Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas 

kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:

a) Nama kabupaten/kota.
b) Tahun Anggaran.
c) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota.
d) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota.
e) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/Kota.
f) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota.
g) Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten/Kota.
h) Jumlah Desa.
i) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10%.
j) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 40%.
k) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 20%.
1) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30%.
m) Nomor urut.
n) Nama Kecamatan.
o) Nama Desa.
p) Klaster JP.
q) Alokasi Dasar.
r) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM.
s) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional.
t) Alokasi Afirmasi.
u) Skor Kinerja.
v) Ranking Kinerja.
w) Alokasi Kinerja.
x) Jumlah Penduduk Desa.
y) Angka Kemiskinan Desa.
z) Luas Wilayah Desa.
aa) Indeks Kesulitan Geografis
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2) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan 
kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai 
berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom 
(12), dengan rumus:

Rasio JP =
jumlah penduduk desa

total penduduk desa kabupaten/kota 
yang bersangkutan

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom 
(13), dengan rumus:

 Bobot JP = 10% x Rasio JP

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) 
pada kolom (15), dengan rumus:

Rasio JPM =
jumlah penduduk miskin desa

total penduduk miskin desa kabupaten/
kota yang bersangkutan

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) 
pada kolom (16), dengan rumus: 

 Bobot JPM = 40% x Rasio JPM

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom 
(18), dengan rumus:

Rasio IKG =
IKG

total IKG desa di kabupaten/kota yang 
bersangkutan

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom 
(19), dengan rumus:

 Bobot LW = 20% x Rasio LW

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) 
pada kolom (21), dengan rumus: 

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + 
   Alokasi Kinerja + Alokasi Formula
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pada kolom (22), dengan rumus:

Bobot IKG = 30% x Rasio IKG

i) Total bobot pada kolom (23), dengan rumus:

 Total Bobot = BobotJ P + Babat] PM +
   Bobot L.W + Bobot 1KG
j) Bagian alokasi formula pada kolom (24), dengan 

rumus:

Alokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula
k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom 

(25), dengan rumus:

 Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + 
   Alokasi Kinerja + Alokasi Formula

b. TAHAP AKHIR
 Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi 

kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil 
penghitungan, dan menandatangani kertas kerja (worksheet) 
hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data 
komputer terkait.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

1) Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses 
pengisian data dan penghitungan alokasi.

2) Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran 
hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap 
item data isian pada kertas kerja (worksheet) terhadap 
dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila 
ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan 
penghitungan, maka pada item data bersangkutan 
ditandai dengan tanda centang (0) untuk selanjutnya 
dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.

3) Membubuhkan tanda tangan pada cetakan kertas 
kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan 
penghitungan alokasi:

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 75

 
P

engelolaan D
ana D

esa

• bagi pejabat setingkat eselon III yang melakukan 
proses penghitungan pada baris (1); dan

• bagi pejabat setingkat eselon berwenang/bertang
gungjawab atas proses penghitungan pada baris (m).

4) Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas 
kerja (worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada 
folder yang telah disediakan.

5) Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk dokumen 
elektronik (softcopy) dan dokumen fisik (hardcopy) kepada 
Kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa.
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LAPORAN REALISASI PENyERAPAN DAN CAPAIAN 
KELuARAN DANA DESA

NO. uRAIAN

1 Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APBDes

2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang menggunakan Dana Desa

3 Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan 
Jalan

4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri 
jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter

5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, 
kontraktual

6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan 
Rupiah

7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah

8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi 
dalam satuan Rupiah

9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan 
perhitungan sebagai berikut:
a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan 

fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di 
lapangan dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

-  Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja 
yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/
sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;

-  Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta 
pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;

-  Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
-  Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 

100%
10 Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program 

cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa 
pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
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11 Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring 
pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai 
kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk 
kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan 
Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

12 Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran 
yang telah terlaksana (kuantitas)

D. FORMAT SuRAT KuASA PEMINDAHBuKuAN     
DANA DESA
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PEMINDAHBuKuAN DANA DESA

NOMOR uRAIAN ISIAN

(1) Diisi nama pemberi kuasa

(2) Diisi nama pemberi kuasa

(3) Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa

(4) Diisi alamat pemberi kuasa

(5) Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota 
pemberi kuasa

(6) Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota 
pemberi kuasa

(7) Diisi tahun anggaran berjalan

(8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat 
kuasa

(9) Diisi tanda tangan (bupati/walikota)

(10) Diisi nama penanda tangan (bupati/walikota)
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E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN 
STuNTING TINGKAT DESA
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DOKuMEN PERSyARATAN
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PETuNJuK PENGISIAN 
SuRAT PENGANTAR PENyAMPAIAN DOKuMEN 

PERSyARATAN

NOMOR uRAIAN ISIAN

(1) Diisi kop surat desa tersebut

(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(3) Diisi nomor pembuatan surat

(4) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran

(5) Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran 
sesuai dengan tahapannya

(6) Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)

(7) Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)

(8) Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)
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PETuNJuK PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI 
PENERIMAAN PENyALuRAN DANA DESA DI REKENING 

KAS DESA

NOMOR uRAIAN ISIAN

(1) Diisi nama kabupaten/kota penerima 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

(2) Diisi tahapan penyaluran
(3) Diisi tanggal dana diterima
(4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6) Diisi nomor rekening penerima dana
(7) Diisi nama rekening penerima dana
(8) Diisi nama bank penerima dana
(9) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan 

surat
(10) Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11) Diisi tanda tangan (kepala Desa)

(12) Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)
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a G. FORMAT DERITA ACARA KONFIRMASI DAN 

REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING 
KAS DESA DAN REKENING KAS uMuM DAERAH 
KABuPATEN/KOTA

Keterangan: Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara 
RKD dengan RKuD
1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi 

di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
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6. Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
7. Nama & NIP Pejabat DPMD
8. Nama & NIP Pejabat BPKAD

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara 
RKuD dengan RKuN
1. Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode 

KPPN
2. Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
3. Nama Kabupaten/Kota
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5. Lokasi dan tanggal
6. Nama dan NIP Pejabat BPKAD
7. Nama dan NIP Pejabat KPPN

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd

SRI MuLyANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b. Kepala BagiannAdminstrasi 
Kementerian
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MENTERI KEuANGAN REPuBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69/PMK.07/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 222/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN 

DANA DESA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana 
desa telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa;

  b. bahwa untuk meningkatkan dukungan 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), perlu melakukan penyempurnaan 
ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, 
dan pemantauan dan evaluasi dana desa yang 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

SALINAN
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dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 
Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008  
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '2020 Nomor 239, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6570);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864);

  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 
tentang Kementerian Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
98);
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  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/
PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan 
Kedua atas  Peraturan  Menteri Keuangan 
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1745);

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/
PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1641);

  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATuRAN MENTERI KEuANGAN 
TENTANG PERuBAHAN ATAS PERATuRAN 
MENTERI KEuANGAN NOMOR 222/
PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN 
DANA DESA.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) diubah sebagai 
berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 

RKUD.
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ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa 
setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana 
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana kabupaten/kota dan Desa setiap 
penyaluran dana Daerah Hasil pemotongan Dana Desa ke 
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa 
dari bupati/walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat 
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling 
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan 
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling 
cepat masing -masing bulan berkenaan untuk 
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; 
dan
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c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan 
bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling 
cepat bulan November untuk bulan kesebelas 
dan paling cepat akhir bulan November untuk 
bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID -19) paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat 
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling 
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk 
bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai 
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 
Maret; dan
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kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling 
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan 
paling cepat masing-masing bulan  berkenaan 
untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan 
kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November 
untuk bulan kedua belas.

(5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan 
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam 
Indeks Desa.

2. Ketentuan ayat (10) Pasal 24 diubah dan di antara ayat 
dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1Oa), 
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA 

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/
walikota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 
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puluh persen) dan rata -rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen) dari Dana Desa  tahap I 
yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan 
kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat 
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah 
Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor 
oleh kepala Desa ke RKUD ; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; 
dan

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling 
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan 
; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa 
Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara 
lengkap dan benar, dengan ketentuan:
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23 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes ; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh persen) dan rata -rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan 
kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat 
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah 
Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor 
oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
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b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap 
II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen 
persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai 
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT 
Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 
cukup anggaran per bulannya.

(4) Dalam hal bupati/walikota melakukan perubahan 
peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen 
persyaratan berupa peraturan bupati/walikota mengenai 
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa.

(5) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk menerbitkan 
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat 
(2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib 
disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran tahap I pertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat 
(2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata -rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap 
Desa.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b 
angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, 
satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati/
walikota menyampaikan permintaan perubahan tabel 
referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
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ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

(10a) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) ditunjuk oleh bupati/walikota.

(11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam 
bentuk dokumen digital ( softcopy) atau dokumen fisik 
(hard copy).

(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi 
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN).

3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 25 disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (6a) dan di antara ayat (8) dan 
ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a), sehingga 
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 2, 
disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
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b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah bupati/walikota melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf 
b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan 
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah 
bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf 
c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan 
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah 
bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 
Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau 
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa tahun berkenaan.

(6a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I 
dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan 
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tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan 
Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 
2019 ( COVID-19).

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) huruf b angka 3, bupati/walikota menyampaikan 
perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui 
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 
Desember.

(8a) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa 
tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk 
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan 
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan 
sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari 
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam 
pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua 
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sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan 
sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11) Bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran 
perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

4. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 26 disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (5a) dan di antara ayat (7) dan 
ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga 
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, 

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 
bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman 
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan 
disalurkan setelah bupati/walikota melakukan perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b 
angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan 
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah 
bupati/walikota melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
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perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan paling lambat 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah 
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau 
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT 
Desa tahun berkenaan.

(5a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari 
hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM 
SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 
7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa 
tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan 
Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 
2019 ( COVID-19).

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tanpa 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(2) huruf b angka 4, bupati/walikota menyampaikan 
perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui 
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 
Desember.

(7a) Penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa 
tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) 
huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pengelolaan Dana Desa 107

 
P

engelolaan D
ana D

esa

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan 
kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan 
dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan 
sebelumnya.

(9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih 
besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima 
manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan 
BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a.

(10) Bupati/walikota bertanggung jawab atas kebenaran 
perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (4).

5. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 
yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C, sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A
(1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) 
dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa.

(2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan peraturan bupati/walikota 
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa.

(3) Dalam hal belum terdapat peraturan bupati/walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu Dana Desa 
menggunakan pagu Dana Desa sesuai tabel referensi 
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Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(4) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana 
Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.

(5) Dalam hal:

a. Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar 8% 
(delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

b. telah terdapat peraturan bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang menjadi persyaratan 
penyaluran Dana Desa tahap I, bupati/walikota 
melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap 
Desa sesuai peraturan bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada huruf b pada Aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN).

Pasal 29B
(1) Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) disalurkan setelah 
KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana 
Desa menerima dokumen berupa:

a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani 
oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan 
daerah; dan

b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang 
ditandatangani oleh bupati/walikota.
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(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan 
Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 
yang dilakukan oleh bupati/walikota.

(3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain 
yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
dari bupati/walikota berupa:

a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

(5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh bupati/walikota.

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 
beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN).

(7) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan 
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( 
COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana 
Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa.
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(1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 ( COVID- l 9) melebihi dari 
8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, 
pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan 
Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.

(2) Dalam  hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber 
dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan 
pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 38
(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan 

ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, 
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor 
usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui 
Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa 
Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, 
ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas 
kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama 
dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam 
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rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) sesuai kewenangan Desa.

(6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% 
(delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan 
untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 20 19 
(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa 
atau pos jaga di Desa.

(9) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 
20 19 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8), memiliki fungsi:

a. pencegahan ;

b. penanganan;

c. pembinaan ; dan

d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.

(10) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan 
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan 
Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(12) Gubernur dan bupati/walikota penerima Dana Desa 
mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 
didanai dari Dana Desa.
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ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (9) Pasal 47 diubah dan 
setelah ayat (9) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(10), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47
(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dilakukan untuk 
mengetahui:

a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang 
belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;

b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum 
disetorkan oleh bupati/walikota ke RKUN meliputi:

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
kepala Desa ke RKUD; dan

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 
2019 yang belum selesai diperhitungkan pada 
penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan

d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 
2020.

(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana 
Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap 
II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 
2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala 
Desa dan bupati/walikota.
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(3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan bupati/walikota kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran 
Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b diperhitungkan melalui pemotongan Dana 
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

(5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam 
memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah 
dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi 
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani 
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas 
nama Menteri Keuangan.

(7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang 
belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 
2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap 
III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah 
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang 
tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada 
penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana 
Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun 
Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa.
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II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), 
dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa 
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II 
Tahun Anggaran 2022.

(10) Penyelesaian Dana Desa di RKUD melalui pemotongan 
DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

8. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal, 
yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 47A
(1) Perhitungan s1sa Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) dikecualikan bagi Desa yang 
mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau 
seluruh:

a. Dana Desa;

b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana 
Desa; dan/atau

c. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang 
telah ditarik dari RKD.

(4) Bupati/walikota menandai Desa yang mengalami bencana 
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan 
perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak 
dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada 
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN).
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(5) Bupati/walikota menyampaikan surat permohonan 
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang paling 
kurang memuat:

a. nama dan kode Desa;

b. peristiwa bencana alam yang dialami;

c. waktu kejadian; dan

d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2).

(6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri 
dokumen berupa:

a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) hasil cetakan dari aplikasi Online  
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN) yang ditandatangani oleh bupati/
walikota; dan

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 
yang ditandatangani oleh kepala Desa. Dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
disampaikan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(7) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meneliti 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7).

(8) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) telah sesuai, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan 
sisa Dana Desa.

(10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) tidak sesuai, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa 
Dana Desa.
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dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung 
jawab dari bupati/walikota.

(12) Bupati/walikota mengajukan surat permohonan 
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan 
penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk 
Desa berstatus Desa Mandiri.

(13) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana 
Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus 
Desa Mandiri, permohonan pengecualian perhitungan 
sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 
tidak dapat diajukan.

Pasal 47B
 Dalam hal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat 
(9) dengan lengkap dan benar, kepala Desa dikecualikan 
dari kewajiban menyetorkan sisa Dana Desa yang hilang 
atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47A ayat (4) ke RKUD.

9. Ketentuan ayat (7) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran 
Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun 
anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan 
Desa, berupa:

a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa 
dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau 
ketidakjelasan status hukum.
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(2) Bupati/walikota melakukan pemantauan atas proses 
perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang 
melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 
bupati/walikota menyampaikan surat permohonan 
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian 
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran 
Dana Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ; atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait 
atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat 
permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari 
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa 
tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari bupati/walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima 
setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II 
untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun 
anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah 
dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati/walikota 
atau kementerian/lembaga terkait.
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a 10. Ketentuan ayat (7) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut :

Pasa1 54
(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), tidak dapat disalurkan 
kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, berhak 
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran 
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana 
Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 
surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran 
Dana Desa dari bupati/walikota paling lambat tanggal 
30 Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum 
tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/
atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan 
setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari 
kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 
Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 
Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan 
untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa 
untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
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(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan 
surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari 
kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur 
Jenderal Perbendaharaan dan bupati/walikota atau 
kementerian/lembaga terkait.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasa1 57
(1) Bupati/walikota melakukan pengecekan data jumlah 

Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah.

(2) Bupati/walikota menyampaikan hasil pengecekan data 
jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling 
lambat hari kerja terakhir bulan Juli.

(3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit 
dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat 
menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan 
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa 
setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 setelah berkoordinasi dengan Kementerian 
Dalam Negeri.

(4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak 
dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana 
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Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan 
data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) dalam melakukan penghitungan rincian 
Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 59
(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 

sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati/
walikota dan kepala Desa dilakukan paling lambat 
tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita 
Acara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke 
RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati/
walikota dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik 
dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 
2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), bupati/walikota:

a. menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 
30 Juni 2021; dan

b. melakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana 
Desa yang telah disetor ke RKUN dalam aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN) paling lambat tanggal 9 Juli 2021.

13. Setelah huruf h Pasal 61 ditambahkan 2 (dua) huruf, 
yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 61 huruf i dan 
huruf j berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 61
Ketentuan mengenai:

i. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan 
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ; dan

ii. format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 
permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (5) huruf 
b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd.

SRI MuLyANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 
2021REA
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PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
2021 NOMOR 718
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIKI INDONESIA NOMOR 69/PMK.07/2021 
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KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2020 TENTANG 
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BERITA ACARA KONFIRMASI DAN 
REKONSILIASI KuMuLATIF SISA DANA DESA 

TAHuN ANGGARAN 2015 S.D. 2019  DI 
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No. uraian
1 Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan dengan kode 

Pemerintah Daerah dan kode KPPN.

2 Diisi sesuai nama KPPN yang melayani wilayah 
Pemerintah Daerah bersangkutan.

3 Diisi sesuai nama kabupaten/kota.
4 Diisi sesuai nominal kurnulatif sisa Dana Desa.

5 Diisi sesuai lokasi dan tanggal.

6 Diisi sesuai nama dan NIP Kepala BPKAD.
7 Diisi sesuai nama dan NIP Kepala KPPN.
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H. CONTOH FORMAT SuRAT PERNyATAAN 
TANGGuNG JAWAB MuTLAK (SPTJM) PERMINTAAN 
PENGECuALIAN PERHITuNGAN SISA DANA DESA
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No uraian Isian
(1) Diisi dengan nama Kepala Desa.

(2) Diisi dengan nama Desa tempat menjabat.

(3) Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa.

(4) Diisi dengan nama Desa.

(5) Diisi dengan jumlah Dana Desa.
(6) Diisi nama Kota dan tanggal penandatanganan.

(7) Diisi dengan nama Desa.
(8) Diisi nama Kepala Desa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd.

SRI MuLyANI INDRAWATI
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Tentang Penyusun

Dr. DADANG SuWANDA, SE,. MM,. 
M.Ak., Ak., CA. Memulai pekerjaan pada 
Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan 
Negara Departemen Keuangan pada Februari 
1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera 
Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan 

pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 
Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta 
berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi 
dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala 
Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir 
sebagai pejabat eselon IIa menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah 
pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf 
Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama 
(pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 
2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada 
Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam 
Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen 
Tetap di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit 
dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan 
narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat 
nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan 
Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun 
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a 2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli 
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana 
korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

No Judul Penerbit Tahun

1 Strategi Mendapatkan Opini WTP 
Laporan Keuangan Pemda PPM Jakarta 2013

2 Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang 
Milik Daerah PPM Jakarta 2013

3
Panduan Praktis Implementasi 
Penyelenggaraan SPIP Pemerintah 
Daerah 

PPM Jakarta 2013

4
Menyusun Standard Operating 
Procedurs Lembaga Pemerintah 
Berbasis SPIP

PPM Jakarta 2014

5 Dana Hibah dan Bantuan Sosial PPM Jakarta 2014

6 Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 
Berpedoman pada SAP 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2014

7
Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah 
Daerah Berpedoman SAP Berbasis 
Akrual 

PPM Jakarta 2015

8 Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi 
Aktual Pemerintah Daerah  

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Juni
2015

9 Factors Affecting Quality Of Local 
Government’s Financial Statements 

Lambert 
Academic 
Publishing 
Saabrucken 

Germany

Juli
2015

10 Dasar-Dasar Akuntansi Akrual 
Pemerintah Daerah 

PT Ghalia 
Indonesia

Maret
2016
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No Judul Penerbit Tahun

11 Penguatan Pengawasan DPRD untuk 
Pemerintahan Daerah yang Efektif 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Maret
2016

12
Optimalisasi Fungsi Penganggaran 
DPRD dalam Penyusunan PERDA 
APBD

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Mei
2016

13 Peningkatan Fungsi DPRD dalam 
Penyusunan Perda yang Responsif 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2016

14
Peran Pengawasan DPRD Terhadap 
LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited 
Serta TLHP BPK

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2017

15 Panduan Penerapan Reviu Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Februari
2017

16 Panduan Penerapan Kebijakan 
Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah

Penerbit 
Ghalia Bogor 2017

17 Reviu Rencana Kerja Anggaran 
Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2018

18

Manajemen Risiko Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagai Upaya 
Peningkatan Transparasi dan 
Akuntabilitas Publik

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Mei
2019

19 Good Governance Pengelolaan 
Keuangan Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2019

20
Manual Aplikasi Sistem Informasi 
Keuangan Daerah Berbasis Akrual 
(e-KEUDA)

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2019

21 Forum Konsultasi Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2020
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No Judul Penerbit Tahun

22 Sistem Informasi Pelayanan Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2020

23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah 
Daerah Berbasis Akrual

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Februari
2020

24 Teknis Penyusunan Komponen 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Maret
2020

25
Panduan Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)

Putra Galuh 
Publisher

Agustus
2020

26
Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD)

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2020

27 Panduan Teknik Aplikasi Sistem 
Informasi Barang E-KEUDA

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Desember
2020

28
Mal Pelayanan Publik Percepatan 
peningkatan Kualitas Inovasi Layanan 
Masyarakat 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2021

29 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Pebruari 
2021

30 Reviu RPJMD dan Restra SKPD
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Agustus
2021

31
Kodifikasi Peraturan Desa: 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Kewenangan Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021

32
Kodifikasi Peraturan Desa: 
Pembangunan Desa serta Pengadaan 
Barang dan Jasa Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021
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No Judul Penerbit Tahun

33 Kodifikasi Peraturan Desa: 
Administrasi dan Aset Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021

34 Kodifikasi Peraturan Desa: 
Pengelolaan Keuangan Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021

Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No Judul Issue Publisher Index Website

1 Factors Affecting 
Quality of Local 
Government 
Financial 
Statement To 
Get Unqualified 
Opinion (WTP) of 
Audit Board of 
the Republic of 
Indonesia (BPK)

Volume 
6 No 4 
Tahun 
2015

Jurnal The 
International 
Institute 
of Science, 
Technology 
and 
Education 
(IISTE)

OJS

https://www.
iiste.
org/Journals/
index. php/
RJFA/ article/
view/19978

2 Regional 
Performance 
Allowances 
Instrument 
Improving 
Performance 
of Government 
Employees 

Volume 
7, Issue 
4, April 
2019

International 
Jounal of 
Economics, 
Commerce 
and 
Management 
(IJECM), 
United 
Kingdom

OJS

http://ijecm.
co.uk/
volume-vii-
issue-4/

3 Integrated Career 
Pattern Hope of 
Bureaucration In 
The Future 

Volume 
8, Issue 
05 May 
2019 

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr.org/paper-
references.
php?ref=IJSTR-
0419-20153

4 The Effect 
of Sectoral 
Economic On 
Employment 
Absorption and 
Poverty Level 
In The West 
Nusatenggara 
Province 

Volume 
9, Issue 
01,  
Januari 
2020 

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IJSTR- 
0120-27987REA
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a 5 Recruitment of 

Prospective Civil 
Servants Towards 
World Class 
Bureaucracy In 
Indonesia  

Volume 
9, Issue 
01 May 
2020

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IJSTR- 
1219-26368

6 Idea Formats 
for Selection 
Regional Heads 
in The Future 
as a Democracy 
setherment 
Requitment in 
Indonesia 

Volume 
10, 
Juni 
2020

International 
Journal of 
Scientic and 
Research 
publication OJS

http://www.
ijsrp. org/
research-
paper- 0620.
php?rp=
P10210 090 
#citation

7 The Fiscal 
Capacity of The 
Autonomous 
Region (DOB) 
In Increasing 
Economic 
Growth and 
Eradication of 
The Poor 

Volume 
12, 
Nomor 
1, Mei 
2020 

Jurnal 
Bina Praja 
Research and 
Development 
Agency 
Minister of 
Home Affairs 
Republic of 
Indonesia

Sinta 2

http://jurnal. 
kemendagri.
go.id/index.
php/ jbp/
article/
view/681

8 Decentralization 
of Fiscall 
Asymmetric 
for Community 
Well Being: 
Evidence From 
Aceh Propince, 
Indonesia 

Volume 
12, 
Issue 
No 06, 
2020

Journal of 
Advanced 
Research in 
Dynamical 
and Control 
Systems

Terindeks 
Scopus

https://www.
jardcs. org/
abstract.
php?id =5933

9 Risk 
Management 
Solution in Local 
Government 
Financial 
Management 

Volume 
27 
No 3 
Tahun 
2020 

Ayer Journal

Scopus 
Q1

http://
ayerjournal. 
com/index.
php/ayer/ 
article/
view/116

10 Regional 
Government 
Management 
Control in The 
Implementation 
of Risk 
Governance 

Volume 
12 No 
3 tahun 
2020 

Oceanide 
Jounal

Scopus 
Q3

http://
oceanidenetne.
net/indek.
php/o/article/
view/68

11 Performance 
Model of 
Auditors and 
Supervisors in 
the Inspectorates 
Government 
Indonesia 

Volume 
13 
Issue 3 
tahun 
2020 

Solid State 
Technology

Scopus 
Q4

http://www. 
scimagojr.
com/
journalsearch/
php?q=2720& 
tip= 
sid&clean=0REA
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12 Human Resource 
Development 
in Local 
Governments: 
Inscreased 
Transparency 
and Public 
Accountability

Volume 
8 No 1 
tahun 
2021 

Jurnal 
of Asian 
Finance, 
Economics 
and Business

Scopus 
Q2

www.
koreascience.
or.kr/article/
JAKO2021005 
69475376.
view?orgId= 
kodisa

13 The 
Implementation 
of Performance-
Based Budgeting 
Through A 
money Follow 
Program in 
Impressing 
Budget 
Corruption

Volume 
21 No 
2 tahun 
2021

Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi

Sinta 4

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1576

14 Kepemimpinan 
dalam 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
di Daerah

Volume 
21 No 
3 tahun 
2021

Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi Sinta 4

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1751

Publikasi Prosiding yang Ditulis

No Judul

1 The effect of asset management to increase the local government 
financial reports (2015, Universiti Selangor Malaysia).

2

Fiscal reform (taxation) on local government and the new 
administrative duties (2015, 1st APG/Asian Public government 
forum on local finance management – OECD/the Organization 
for Economic Co-operation and Development.

Publikasi Artikel Nasional
No Judul

1 Strategi Pemda meraih opini WTP, Majalah Triwulanan Edisi 
Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014

2
Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan 
Tugas Administrasi Yang Baru, Jurnal Ekonomi dan Keuangan 
Publik, IPDN. Juni 2015

3
Mewujudkan Tujuan Desentralisasi, Media online Amunisi News. 
http://amunisinews.com. Oktober 2017
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No Judul

4
Dari Buku hingga Asas Desentralisasi, Media online Amunisi 
News. http://amunisinews.com. Oktober 2017

5
Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah, Media online Harnas 
News. http://harnasnews.com. Oktober 2017

6
Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, 
deteksi online, http://deteksionline.com, November 2017.

7
Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, Media 
online Harnas News. http://harnasnews.com. Desember 2017

8
Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah, Opini koran Tempo 
8 Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/462159/lampu-
kuning-keuangan-pemerintahan-daerah
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